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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR I TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTANPERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

BIDANGKEUANGANDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang a. bahwa' beberapa

bidang keuangan

karena tidak

Peraturan Bupati Musi Banyuasin

daerah perlu dilakukan pencabutan

sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud

pada huruf a, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur

Standar Biaya ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Musi Banyuasin tentang Pencabutan Peraturan

Bupati Musi Banyuasin bidang keuangan daerah;



Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959) Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

(



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penge101aan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2016

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1893);

.9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2008 Nomor 33);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24

Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2016 Nomor 24);



Menetapkan

13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun

2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016

Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANGPENCABUTANPERATURAN

BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENCABUTAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN BIDANG

KEUANGANDAERAH

Pasall

Dengan Peraturan Bupati ini, 3 (tiga) Peraturan Bupati Musi

Banyuasin Bidang Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku, sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.A Tahun

2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan

Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun

2014 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan

Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai

Negeri Sipil pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencaan

Pembangunan Daerah dan Bagian Protokol Sekretariat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun2015

tentang Standar Biaya PeIjalanan Dinas Dalam Negeri di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



Pasal2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal ~'Januari 2017

ASINf.f Plt.

\t DAVIDBJ SIREGAR
Diundangkan di Sekayu,

Pada Tanggal ~(, Januari 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATE MUSIBANYUASIN,

BERITA DAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR ..t..
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